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ABSTRAK 

 

Tindak Pidana Penyertaan merupakan kejahatan yang dilakukan lebih dari satu 

orang, yang mana tiap-tiap pelaku mempunyai peran dan fungsi agar tindak pidana 

tersebut bisa terealisasikan dengan baik, ada banyak sekali aturan dan norma mengenai 

tindak pidana, entah yang berupa unifikasi maupun kodifikasi namun fokus kajian atau 

penelitan ini masuk dalam ruang lingkup atau komponen Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP). Deelneming merupakan istilah penyertaan di dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam hukum pidana Islam penyertaan 

disebut dengan istilah Al-Isytirāk. 

Penelitian ini merupakan hasil studi komparasi yang membahas masalah 

penyertaan (Deelneming/Al-Isytirāk) melakukan tindak pidana perspektif hukum 

pidana Indonesia yang  dan hukum pidana Islam. Pokok masalah dalam penelitian ini 

Bagaimana perspektif  hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam terhadap 

keturutsertaan melakukan tindak pidana. Jenis penelitian ini merupakan penelitian 

pustaka dengan mengkaji dan menelusuri serta mendeskripsikan masalah penyertaan 

dalam tindak pidana melalui literatur-literatur dan sumber-sumber yang berkaitan 

dengan pokok pembahasan. Penilitan ini bersifat deskriptif-komparatif, di mana 

metode yang dipakai berupa analisis komparasi, yaitu dengan cara membandingkan 

data yang diperoleh terkait bentuk-bentuknya, syarat-syaratnya, serta sanksi tindak 

pidana penyertaan. 

Hasil analisis dari skripsi ini adalah bahwa tindak pidana penyertaan bisa terjadi 

apabila ada keterlibatan beberapa orang dan memenuhi semua unsur dari penyertaan, 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menjelaskan sanksi penyertaan di Pasal 

55, 56 dan 57, dan hukum pidana Islam menerapkan jarimah hudud dan ta’zir bagi 

pelaku turut serta langsung maupun tidak langsung sesuai kadar perbuatan atau 

kejahatanya. Namun ada perbedaan konsep sanksi di dalam hukum pidana Indonesia 

dan hukum pidana Islam yaitu pada kategori menyuruh melakukan (doen pleger), 

masuk dalam klasifikasi sebagai para pembuat (mededader), sedangkan kategori 

menyuruh melakukan di dalam hukum pidana Islam masuk dalam klasifikasi pelaku 

tidak langsung dalam artian bukan para pembuat (mededader). Selain berbicara sanksi 

pertanggungjawaban pidana juga menjadi tolak ukur dapat dipidananya atau tidak 

seseorang, dari kedua hukum tersebut  mengambil konsep kesengajaan (dolus) yang 

dibarengi dengan kesalahan untuk menentukan sanksi pelaku tindak pidana penyertaan. 

Kata Kunci : Hukum Pidana, Keturutsertaan Melakukan Tindak Pidana, 

Pertanggungjawaban Pidana. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN 

 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 

0543b/U/1987, secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:  

A. Konsonan Tunggal 

 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 ا

 ب

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ر

 ز

 س

 ش

 ص

 ض

 ط

 ظ

 ع

 غ

 ف

 ق

 ك

 ل

Alif 

Ba’ 

Ta’ 

Ṡa’ 

Jim 

Ḥa’ 

Kha’ 

Dal 

Ẑâ 

Ra’ 

zai 

sin 

syin 

ṣad 

ḍad 

ṭâ’ 

ẑa’ 

‘ain 

gain 

fa’ 

qaf 

kaf 

lam 

 

tidak dilambangkan 

 b 

t 

ś 

j 

ḥ 

kh 

d 

ż 

r 

z 

s 

sy 

ṣ 

ḍ 

ṭ 

ẓ 

‘ 

g 

f 

q 

k 

l 

Tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik di atas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

Zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 

es dan ye 

es (dengan titik di bawah) 

de (dengan titik di bawah) 

te (dengan titik di bawah) 

zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik di atas 

ge 

ef 

qi 

ka 

`el 
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 م

 ن

 و

 هـ

 ء

 ي

mim 

nun 

wawu 

ha’ 

hamzah 

ya’ 

m 

n 

w 

h 

’ 

Y 

`em 

`en 

w 

ha 

apostrof 

Ye 

 

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap 

 
 

دُ دُ ع ُت ُمُ   

ة ُد ُعُ   

Ditulis 

Ditulis 

Muta‘addid 

‘iddah 

 

 

C. Ta’ Marbutah di akhir kata 

1. Bila dimatikan ditulis  “h” 

ةُ مُ كُ حُ   

ة ُل ُعُ   

Ditulis 

Ditulis 

Ḥikmah 

‘illah 

 

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap 

dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h. 

 ’Ditulis Karâmah al-auliyâ اءُ ي ُلُ وُ ال  ُُة ُامُ رُ كُ ُ

 

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan 

dammah ditulis t atau h. 

 Ditulis Zakâh al-fiţri رُ طُ فُ الُ ُاة ُكُ زُ ُ
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D. Vokal Pendek  
 
 

__  َُ _ 

لُ ع ُف ُ  

__  َُ _ 

رُ كُ ذ ُ  

__  َُ _ 

بُ هُ ذ ُي ُ  

Fathah 

 

 

kasrah 

 

 

dammah 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

A 

fa’ala 

i 

żukira 

u 

yażhabu 

 

 
E. Vokal Panjang 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

Fathah + alif 

ةُ ي ُلُ اهُ جُ   

fathah + ya’ mati 

ىسُ نُ ت ُ  

kasrah + ya’ mati 

ميُ ـرُ كُ   

dammah + wawu mati 

ضوُ رُ ف ُ  

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Â 

jâhiliyyah 

â 

tansâ 

î 

karîm 

û 

furûḍ 

 
F. Vokal Rangkap  
 

 

1 

 

2 

fathah + ya’ mati 

مُ كُ نُ يُ ب ُ  

fathah + wawu mati 

لُ وُ ق ُ  

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

Ai 

bainakum 

au 

qaul 

 

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

مُ ت ُنُ أ أُ ُ  

تُ د ُعُ أ ُ  

نُ ئ ُل ُمُ ت ُرُ كُ شُ   

Ditulis 

Ditulis 

Ditulis 

a’antum 

u‘iddat 

la’in syakartum 
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H. Kata Sandang Alif + Lam 

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”. 

آنُ رُ ق ُل اُ ُ  

 

ُي ُقُ ل اُ ُ اس   

Ditulis 

Ditulis 

 al-Qur’ân 

al-Qiyâs 

 

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

آءُ مُ لسُ ا ُ  

سمُ لشُ ا ُ  

Ditulis 

Ditulis 

as-Samâ’ 

asy-Syams 

 

 

I. Penyusunan kata-kata dalamrangkaiankalimat 

 

Ditulis menurut penyusunannya. 

 

ضُ  و   ذ و ي ال ف ر 

ة ُن ُالسُ  لُ هُ أ ُ   

Ditulis 

Ditulis 

Żawî al-furûḍ 

ahl as-sunnah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah bergaul dengan manusia 

lainya dalam wadah yang kita kenal sebagai masyarakat. Mula-mula ia 

berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usianya meningkat dewasa ia 

hidup bermasyarakat, sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia 

bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh 

sebagian besar harus ditaati.  

Negara  Indonesia mempunyai hukum yang mengatur  tentang 

kepentingan umum (publik) salah satunya yaitu hukum pidana yang di 

dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang 

tidak boleh dilakukan, serta akibatnya yang dinamakan sanksi. Seberapa 

ketatnya aturan itu ditegakkan dan dilaksanakan, masih ada saja masyarakat 

yang melanggar aturan tersebut dengan berbagai faktor dan alasan.1 

Tindak pidana adakalanya dilakukan secara perseorangan dan 

adakalanya dilakukan secara berkelompok.2 Berkelompok di sini bisa 

                                                           

1 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, cet. Ke-3, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), 

hlm. 3. 

2 Sakijo Aruan, Bambang Purnomo, Hukum Pidana: Dasar Aturan Hukum Pidana 

Kodifikasi, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 141. 
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diklasifikasikan dengan adanya pelaku, orang yang menyuruh melakukan, 

yang turut serta melakukan atau sebagai penganjur dengan masing-masing 

peranan yang berbeda. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) secara eksplisit hal tersebut disebutkan di Pasal 55 KUHP: 

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: 

a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang 

turut serta melakukan perbuatan. 

b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan 

menyalah gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, 

ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, 

sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya 

melakukan perbuatan. 

Pasal 56 KUHP: 

1. Dipidana sebagai pembantu kejahatan: 

a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan 

dilakukan. 

b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan 

untuk melakukan kejahatan. 

Pasal 57 KUHP:   

1. Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, 

dikurangi sepertiga. 

2. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur 

hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 

3. Pidana tambahan bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya perbuatan 

yang sengaja dipermudah atau dilancarkan olehnya, beserta akibat-

akibatnya. 

 

Pasal di atas menjelaskan bahwa delik penyertaan ini terjadi ketika ada 

keterlibatan dan hubungan antara orang yang satu dengan  yang lainya  seperti 

yang disebutkan di dalam Pasal 55, 56, 57 KUHP tentang penyertaan 
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(deelneming). Hubungan dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut 

bermacam-macam, yaitu:  

1.  Bersama sama melakukan sesuatu kejahatan. 

2. Seorang yang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan 

sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak 

pidana tersebut. 

3. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain 

membantu melaksanakan tindak pidana tersebut.3 

Dalam prakteknya, seringkali nilai keadilan dari penerapan sanksi  

pelaku turut serta tidak seimbang dengan perbuatanya, bahkan dalam keadaan 

tertentu beberapa pelaku turut serta, tidak melakukan tindak pidana secara 

langsung dan cuma menyuruh melakukan dengan iming-iming uang yang 

berlimpah, ketika perbuatan yang disuruhnya itu telah terlaksana dan selesai, 

sehingga orang yang menyuruh melakukan atau yang menjadi dalang utama, 

sering kali terlepas dari jeratan hukum atau sanksi yang dijatuhkan lebih 

ringan atau sama dengan pelaku langsung, dengan dalil  bahwa terdakwa tidak 

sepenuhnya memenuhi rumusan delik dari pada tindak pidana yang 

didakwakan. 

                                                           

3 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, cet. Ke-3, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), 

hlm. 240. 



4 
 

Keturutsertaan di dalam hukum pidana Islam disebut juga dengan 

(isytirāki), dijelaskan apabila dilakukan oleh beberapa orang, bentuk kerja 

sama di antara mereka tidak keluar dari empat kondisi: 1. Pelaku turut serta 

melakukan tindak pidana, yakni melakukan unsur materil tindak pidana 

bersama orang lain (memberikan bagiannya dalam melaksanakan pidana 

tersebut. 2. Pelaku mengadakan pemufakatan (persepakatan/samenspanning) 

dengan orang lain untuk melakukan tindak pidana. 3. Pelaku menghasut orang 

lain untuk melakukan tindak pidana. 4. Pelaku memberi bantuan atau 

kesempatan untuk dilakukannya tindak pidana dengan berbagai cara, tanpa 

turut melakukan. 

fuqaha melakukan dua pembagian dalam tindak pidana penyertaan 

diantaranya sebagai berikut: 1. Orang yang turut serta secara langsung dalam 

melakukan tindak pidana (syārik mubāsyir) perbuatannya dinamakan isytirāk 

mubasyir. 2. Orang yang turut serta secara tidak langsung dalam melakukan 

suatu tindak pidana (syārik mutasabbib), perbuatannya disebut dengan 

isytirāk gair mubāsyir atau isytirak bi at-tasabbub. 

 Dasar perbedaan antara keduanya: yang pertama melakukan secara 

langsung unsur material tindak pidana karena itu ia dinamakan syārik fil 

mubāsyarah (onmid-dellijke daders/pelaku-langsung), sedangkan yang kedua 

menjadi sebab terjadinya tindak pidana, baik karena janji, menghasut, atau 

memberikan bantuan, tetapi tidak turut serta secara langsung melakukan unsur 
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material tindak pidana karena itu ia dinamakan syārik bit tasabbub (pelaku 

tidak langsung).4 

Harus dicermati terlebih dahulu bahwa fuqaha hanya mencermati 

masalah “keturutsertaan langsung” (isytirāk mubāsyir) dan kurang 

memperhatikan masalah “keturutsertaan tidak langsung” (isytirāk bi at-

tasabbub). Hal ini disebabkan dua hal berikut. 

1. fuqaha hanya memusatkan perhatian mereka untuk menerangkan hukum-

hukum pidana yang bentuk ukuran hukumanya telah ditentukan di dalam 

syarak. Yaitu semua tindak pidana hudud dan qisas karena keduanya 

adalah tindak pidana yang bersifat tetap, selain itu hukuman-hukumanya 

telah ditetapkan, tidak bisa dikurangi atau ditambah.5  

2. kaidah (prinsip) umum dalam hukum pidana Islam menetapkan bahwa 

hukuman yang telah ditentukan hanya dijatuhkan kepada orang yang 

melakukan tindak pidana secara langsung. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disusun dan yang telah 

dipaparkan di atas maka penyusun mengajukan sebuah judul skripsi 

Keturutsertaan Melakukan Tindak Pidana Perspektif Hukum Pidana 

Indonesia dan Hukum Pidana Islam. 

                                                           

4 Asy-Syahid Abdul Qadir Audah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam (at-Tāsyrī al-Jinā’I al-

Islāmīy Muqāranan Bil Qānūnil Waḍ’iy). (Jakarta: PT Kharisma Ilmu, t.t.), II:35. 

5 Ibid. 
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B. Pokok Masalah 

Berdasarkan  latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka 

dapat ditarik sebuah pokok masalah : 

1. Bagaimana perspektif  hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam 

terhadap keturutserataan melakukan tindak pidana? 

2. Apa persamaan dan perbedaan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana 

Islam  dari segi penerapan sanksi dan pertanggungjawaban pidana terhadap 

keturutserataan melakukan tindak pidana? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian ini adalah: 

a. Untuk menjelaskan bagaimana perspektif hukum pidana Indonesia dan 

hukum pidana Islam terkait dengan keturutsertaan melakukan tindak 

pidana. 

b. Untuk mencari perbedaan dan persamaan dari segi penerapan sanksi dan 

pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana Indonesia dan 

hukum pidana Islam. 

2.   Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

a. Sebagai bentuk konstribusi dalam wacana memperluas keilmuan bagi 

para peneliti dan para pembaca terutama mengenai hukum pidana 

Indonesia dan hukum pidana Islam. 
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b. Sebagai bahan rujukan dalam kegiatan ilmiah dan akademik bagi yang 

ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai delik penyertaan 

(deelneming). 

D. Telaah Pustaka 

Sejauh penelusuran penulis mengenai delik penyertaan dari sudut 

pandang hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam, sudah ada 

beberapa literatur dan penelitian yang membahas tentang delik penyertaan, 

namun pembahasanya masih dalam ruang lingkup hukum pidana Indonesia, 

fokus pembahasan penulis mengenai tindak pidana keturutsertaan melakukan 

Tindak Pidana menurut hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. 

Dalam hal ini penyusun menampilkan beberapa karya ilmiah dan skripsi yang 

membahas tentang delik penyertaan (deelneming). 

Muflihatul Khoiroh, Pertanggung Jawaban Pidana Delik Penyertaan 

Pembunuhan (Studi Putusan Pengadilan Militer 11 Yogyakarta Nomor 47-

K/PM/11-11/AD/VI/2013) Perspektif Hukum Islam, skripsi ini menjelaskan 

bagaimana sesungguhnya putusan hakim yang menangani kasus penyertaan 

pembunuhan pada saudara Terdakwa Tri Tuwanto. Anjar Rahmanto, Martinus 

Roberto, Suprapto dan Herman Siswoyo yang terbukti secara sah dan 

melanggar hukum telah melakukan pembantuan pembunuhan. Perbuatan 
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Terdakwa diatur sesuai Pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman paling 

lama 20 tahun.6 

Kiswandhi, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 55 

Tentang Menyuruh Melakukan Tindak Pidana, skripsi ini menjelaskan secara 

spesifik mengenai penyertaan menyuruh melakukan tindak pidana berserta 

penerapan sanksi yang adil.7  

Muhammad Ainul Syamsu, Pergeseran Turut Serta Melakukan dalam 

Penyertaan, dalam buku dijelaskan bahwa penerapan ajaran turut serta 

melakukan (medeplegen) tindak pidana di Indonesia masih menyisakan 

persoalan. Hal ini disebabkan pola hubungan dalam turut serta semakin 

kompleks dalam praktik yang diikuti dengan perkembangan doktriner ajaran 

turut serta melakukan, sedangkan praktik hukum tidak menguraikan ajaran 

turut serta melakukan secara memadai dalam putusan pengadilan sehingga 

tidak mampu menjelaskan kekedudukan pembuat dalam turut serta melakukan 

tindak pidana. 

 

 

                                                           

6 Muflihatul Khoiroh, Pertanggung Jawaban Pidana Delik Penyertaan Pembunuhan (Studi 

Putusan Pengadilan Militer 11 Yogyakarta Nomor 47-K/PM/11-11/AD/VI/2013) Prespektif Hukum 

Islam, Skrpsi Strata 1 (S1), Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum  UIN Sunan Kalijaga, 2015. 

7 Kiswandhi, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 55 Tentang Menyuruh 

Melakukan Tindak Pidana, Skripsi Strata 1 (S1), Semarang : Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 

2012. 
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E. Krangka Teoritik 

Suatu perbuatan baru dapat dianggap sebagai tindak pidana apabila 

unsur-unsurnya telah terpenuhi. Di dalam hukum pidana Indonesia unsur-

unsur tindak pidana ada dua :  

1. adanya handeling (perbuatan manusia),  

2. melanggar hukum, terkait dengan sifat melawan hukum dibagi lagi atas 

dua bentuk:  

a. Sifat melawan hukum formal, yang artinya semua bagian atau rumusan 

dalam undang-undang telah terpenuhi. 

b. Sifat melawan hukum materil, artinya perbuatan tersebut telah merusak 

atau melanggar kepentingan hukum yang dilindungi oleh rumusan 

delik tersebut. 

Sedangkam menurut Abdul Qadir Audah dalam hukum pidana Islam 

unsur-unsur jarimah terbagi atas tiga: 

1. Unsur formal ( ّالرّكن الشّرعي) yaitu adanya nash (ketentuan) yang 

melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. 

2. Unsur materil ( ّالرّكن المادي) yaitu adanya tingkah laku yang membentuk 

jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) sikap tidak perbuat 

(negatif). 
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3. Unsur moral ( ّالرّكن الأدبي) yaitu bahwa pelaku adalah yang mukallaf, 

yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak 

pidana yang dilakukan.8 

Setelah mengetahui unsur-unsur pidana maupun jarimah dari pada 

hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam, selanjutnya dapat dipidana 

atau tidaknya seseorang, dilihat dari pada kemampuan bertanggungjawab. 

seperti yang dijelaskan di dalam hukum pidana Indonesia bahwa orang yang 

belum mencapai umur 18 tahun, sesuai yang ditentukan di dalam UU No. 3 

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak dapat dipidana. 

Hukum pidana Islam juga menjelaskan, pertanggungjawaban pidana 

diartikan sebagai bentuk pembebanan kepada seseorang akibat perbuatan 

sesuatu yang dilarang atau tidak berbuat sesuatu yang seharusnya dikerjakan 

dengan kemauan sendiri dan dia tahu akibat-akibat dari perbuatannya. Konsep 

pertanggungjawaban pidana (al-Mas’uliyah fī Tasyirī’I al-Jinā’i) dalam 

hukum Islam diartikan sebagai pembebanan seseorang sebagai akibat 

perbuatan hukum. Pertanggungjawaban pidana dapat ditegakkan karena 

adanya tiga hal: 

 1. adanya perbuatan yang dilarang  

                                                           

8 Abdul Qadir Awdah, At-Tasyrī al-jinā’iy al-Islāmīy, (Beirūt: Dar Al Kitab Al ‘Arāby, , 

t.t.) I:110-111. dikutip kembali oleh,  Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana 

Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 27-28. 
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2. dikerjakan atas kemauan sendiri  

3. pembuatnya mengetahui akibat perbuatan yang dikerjakan. 

Berbicara pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului 

dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa 

dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu dia melakukan 

perbuatan pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus 

bertanggungjawab atas suatu tindakan, sedang dia sendiri tidak melakukan 

tindak pidana tersebut.9   

Dengan adanya syarat tersebut maka kita dapat mengetahui, bahwa 

yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah manusia yang berakal 

pikiran, dewasa dan atas kemauan sendiri. Kalau tidak demikian maka 

tidaklah pantas seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana.  

Dalam hal ini, hukuman bagi tiap-tiap orang yang turut serta 

melakukan tindak pidana  harus diperhitungkan dengan seadil-adilnya, entah 

peran dia sebagai pelaku, yang menyuruh melakukan, yang turut serta atau 

penganjur. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

                                                           

9 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian 

Dasar dalam Hukum Pidana, cet. Ke-3, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), hlm. 20-23. 
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 Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka atau library 

research. Yakni penelitian yang kajiannya dilakukan dengan menelusuri 

literatur-literatur tentang tindak pidana penyertaan (deelneming) menurut 

hukum pidana Indonesia yang menjadi pedoman dalam penegakan hukum di 

Indonesia, yang nantinya akan dikomparasikan dengan hukum pidana Islam 

serta meninjau kembali penerapaan hukum pada tiap masing-masing pelaku 

langsung maupun tidak langsung. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif-komparatif, yaitu mengumpulkan data 

dan memaparkan bagaimana sesungguhnya tinjauan hukum pidana Indonesia 

dan hukum pidana Islam serta membandingkan dari segi bentuk maupun 

syarat dari penyertaan dan penerapan sanksi yang akan dikaitakan dengan 

teori pertanggungjawaban pidana antara hukum pidana Indonesia dan hukum 

pidana Islam. 

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-

yuridis menganalisis dan meninjau lebih detail mengenai unsur-unsur 

penyertaan yang sah sebagaimana yang tertera dalam Pasal 55, 56, 57 KUHP 

tentang penyertaan (deelneming) dan juga Hukum Pidana Islam serta 

bagaimana semestinya penerapan hukum yang diaplikasikan kepada pelaku 

penyertaan tindak pidana yang ikut serta secara langsung maupun tidak 

langsung.  
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4. Tehnik Pengumpulan Data 

Supaya penelitian ini berjalan dengan baik dan dapat 

dipertanggunjawabkan maka penelitian ini memerlukan data-data yang ada 

relevansinya dengan objek yang akan dibahas untuk itu sumber-sumber yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Primer 

Merupakan buku-buku pokok yang berkaitan langsung dengan 

judul penelitian skripsi ini. Yaitu , buku tentang Pergeseran Turut Serta 

Melakukan Dalam Ajaran Penyertaan, karya Muhammad Ainul 

Syamsu. Kemudian kitab, (Ensiklopedia Hukum Pidana Islam (at-

Tasyrī al-Jinā’I al-Islāmīy), jilid II, karya Asy-Syahid Abdul Qadir 

Audah, Buku tentang Hukum Pidana, karya Teguh Prasetyo, Pasal 55, 

56, 57 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

b. Sekunder 

Merupakan data yang diambil dari beberapa skripsi yang 

membahas tentang penyertaan (deelneming) diantaranya adalah, 

Pertanggung Jawaban Pidana Delik Penyertaan Pembunuhan (Studi 

Putusan Pengadilan Militer 11 Yogyakarta Nomor 47-K/PM/11-

11/AD/VI/2013) Perspektif Hukum Islam, skripsi dari Muflihatul 

Khoiroh, Kiswandhi, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 55 

Tentang Menyuruh Melakukan Tindak Pidana. Pertanggungjawaban 

Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana, Karangan Ray Pratama 
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Siadari, SH., MH. Anak Sebagai Pelaku Turut Serta Dalam Tindak 

Pidana Perdagangan Orang, Skripsi dari Vanrista Prima. Tinjauan 

Yuridis Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penganiaan Oleh Anak 

(Studi Kasus Putusan Nomor 790/PID.B/2013/PN.Mks), Skripsi dari A. 

Emi Wulansari. 

5. Analisis Data 

Guna menganalisis permasalahan keturutsertaan melakukan tindak 

pidana dari sudut pandang hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam, 

digunakan metode induktif yaitu dengan mempelajari suatu hal yang khusus 

untuk mendapatkan hasil atau kesimpulan yang lebih luas dan bersifat umum, 

serta menggunakan metode komparatif yaitu membandingkan antara kedua 

hukum, untuk mencari perbedaan dan persamaan dari segi penerapan sanksi 

bagi pelaku penyertaan langsung maupun tidak langsung serta 

pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana Indonesia dan hukum 

pidana Islam.  

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdapat lima bab dan untuk 

mempermudah pembahasan perlu adanya penyusunan, maka disusunlah 

kerangka penulisan sebagai berikut: 

Bab I, dalam bab pendahuluan ini menjadi suatu pengantar bagi pokok 

ataupun rumusan masalah yang akan diteliti, bab ini disusun atas beberapa sub 

bab di antaranya, latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan 
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kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

Bab II, pada bab ini dipaparkan mengenai tindak pidana  penyertaan 

(deelneming) munurut hukum pidana Indonesia dan bentuk-bentuknya, serta 

syarat-syarat tindak pidana penyertaan menurut hukum pidana Indonesia.  

 Bab III, bab ini menjelaskan mengenai penyertaan (Al-isytirāki) 

melakukan tindak pidana menurut hukum pidana Islam  dan bentuk-

bentuknya, serta syarat-syarat tindak pidana penyertaan menurut hukum 

pidana Islam. 

Bab IV, bab ini adalah analisis dalam penerapan sanksi  dan 

pertanggungjawaban pidana dari tiap-tiap pelaku langsung maupun tidak 

langsung serta mencari dan menjelaskan  titik temu dari perbandingan dan 

dalam kasus keturutsertaan melakukan tindak pidana menurut hukum pidana 

Indonesia dan hukum pidana Islam. 

Bab V, bab ini merupakan bab terakhir atau bab penutup yang berupa 

atau berisi kesimpulan dari penulisan judul skripsi ini sebagai jawaban dari 

pokok masalah yang dibahas sebelumnya, dan diakhiri dengan saran-saran 

untuk memudahkan penelitian selanjutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan, kajian dan analisis yang telah dilakukan, maka 

dapat disimpulkan bahwa definisi penyertaan dalam hukum pidana Indonesia dan 

hukum pidana Islam adalah sama-sama mendeskripsikan penyertaan sebagai suatu 

tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang. namun dari segi bentuk atau 

macamnya berbeda dan jika dikaitkan dengan teori yang digunakan dalam skripsi 

ini yaitu pertanggungjawaban pidana yang diambil dari kedua hukum tersebut. 

sebagai jalan untuk memutus atau menetapkan sanksi bagi tiap-tiap orang yang 

terlibat dalam tindak pidana tersebut. Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban 

hukum pidana indonesia adalah adanya kemampuan bertanggungjawab pada si 

pembuat, Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa 

kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa) ini disebut bentuk kesalahan, Tidak 

adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf dan orang yang 

dibebani hukum adalah orang yang mukallaf (orang yang sudah baliq, tidak gila), 

tidak adanya alasan penghapusan pidana, sengaja melakukan tindak pidana 

tersebut, secara sadar dan tampa paksaan melakukan tindak pidana.    

Adapun perbedaan dan persamaan sanksi dan pertanggungjawaban pidana, 

perbedaan dari segi sanksi teletak pada klasifikasi bentuk penyertaan, menyuruh 
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melakukan (doen pleger) masuk dalam kategori pembuat (dader) disamakan 

dengan pelaku (pleger), yang turut serta melakukan (medepleger), penganjur 

(uitlokker)  namun dalam hukum pidana Islam yang menyuruh melakukan masuk 

dalam klasifikasi bentuk turut serta tidak langsung dalam hal ini menyuruh 

melakukan seringkali tidak dikenai hukuman. Adapun persamaannya, pelaku 

(pleger), yang menyuruh melakukan (medepleger), penganjur (uitlokker) masuk 

dalam klasifikasi bentuk turut serta langsung. Sedangkan pertanggungjawaban 

pidana tidak ada perbedaan yang ditemukan melainkan kesamaan yang mengambil 

konsep kesengajaan (dolus) yang dibarengi dengan kesalahan sebagai penjatuhan 

sanksi bagi pelaku langsung maupun tidak langsung. sanksi menurut hukum pidana 

Indonesia kategori pembuat sudah jelas disebutkan didalam Pasal 55 KUHP 

sebagai pembuat adalah pelaku, yang menyuruh melakukan, yang turut serta 

melakukan, yang membantu, dalam konteks sanksi pidana Islam pelaku langsung 

bisa dijatuhi jarimah hudud, qisas, diyat sedangkan pelaku tidak langsung dijatuhi 

hukuman ta’zir dengan memasukkan unsur kesepakatan dan penghasutan. 

Tentunya penjatuhan hukuman dalam tindak pidana penyertaan sesuai jarimah atau 

tindak pidana apa yang dilakukan agar penerapannya pun sesuai koridor dan hukum 

yang berlaku demi tegaknya keadilan. 
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B. Saran 

Setelah melihat dari kesimpulan diatas, bahwa kajian dan analisis terhadap 

skripsi ini yang telah penyusun gambarkan dan paparkan ada beberapa saran 

penting yang perlu diketahui, agar berguna bagi perkembangan hukum pidana 

Indonesia. 

1. Perlunya sosialisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada 

masyarakat yang masih buta dengan hukum, khususnya hukum pidana. 

Sosialisasi ini untuk memudahkan dan memberikan pemahaman yang 

mendasar tentang, dalam kondisi apa dan bagaimana hukum itu dapat 

ditegakkan, agar nantinya tidak ada kriminalisasi atau kesewenang-wenangan 

aparat penegak hukum kepada masyarakatnya. 

2. Karena Indonesia ini mayoritas beragama Islam maka hukum positif atau 

hukum pidana Indonesia perlu menjadikan hukum Pidana Islam sebagai 

sandaran atau acuan ketika menganalisis kasus pidana. 

3. Tindak pidana penyertaan dalam hukum pidana Indonesia masih memerlukan 

pengkajian lebih mendalam, agar nantinya suatu peristiwa pidana yang terkait 

masalah penyertaan, untuk memudahkan proses hukum seiring 

perkembangan zaman dan teknologi yang begitu maju. 
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LAMPIRAN 

A. DAFTAR TERJEMAHAN 

NO BAB HLM FOOT NOTE TERJEMAHAN 

1 III 36 31 Telah menceritakan kepada kami 

Husain Ibnu Ahmad Shalih Al-

Kaufi, Telah menceritakan kepada 

kami Ibrahim Ibnu Muhammad 

Ibnu Ibrahim As-Sharafi, Abduh 

bin Abdullah As-Shafari, Telah 

menceritakan kepada kami Abu 

Daud Al-Khufri, dari Sofyan As-

sauri, dari Ismail Ibnu Umayah , 

dari Na’fi ibnu Umar Bahwa Nabi 

SAW bersabda : Jika ada seseorang 

yang menahan orang dan ada orang 

lain yang membunuhnya, maka 

bunuh orang yang membunuh dan 

kurunglah orang yang menahan 

2 III 43 39 Setiap orang yang berbuat jarimah 

secara tawafuq dituntut berdasarkan 

perbuatanya masing-masing 

3 IV 69 68 Panggillah mereka (anak-anak 

angkat itu) dengan (memakai) 

nama bapak-bapak mereka; itulah 

yang lebih adil pada sisi Allah, 

dan jika kamu tidak mengetahui 

bapak-bapak mereka, maka 

(panggilah mereka sebagai) 

saudara-saudaramu seagama dan 

maula-maulamu. dan tidak ada 

dosa atasmu terhadap apa yang 

kamu khilaf padanya, tetapi (yang 

ada dosanya) apa yang disengaja 

oleh hatimu. Dan adalah Allah 

Maha Pengampun, lagi Maha 

Penyayang 

4 IV 71 71 Marilah kubacakan apa yang 

diharamkan atas kamu oleh 

Tuhanmu yaitu: janganlah kamu 

mempersekutukan sesuatu dengan 

Dia, berbuat baiklah terhadap 

kedua orang ibu bapa, dan 

janganlah kamu membunuh anak-

anak kamu karena takut 



 

 

II 

 

kemiskinan, Kami akan memberi 

rezeki kepadamu dan kepada 

mereka, dan janganlah kamu 

mendekati perbuatan-perbuatan 

yang keji, baik yang nampak di 

antaranya maupun yang 

tersembunyi, dan janganlah kamu 

membunuh jiwa yang diharamkan 

Allah (membunuhnya) melainkan 

dengan sesuatu (sebab) yang 

benar". Demikian itu yang 

diperintahkan kepadamu supaya 

kamu memahami (nya). 
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